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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili 

perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang 

majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara 

permohonan pembatalan perkawinanyang diajukan oleh:  

 

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan Karyawan PT Karya Zirang Utama 

Semarang, tempat tinggal di Kabupaten Demak, 

tetapi sekarang berdomisili di Kabupaten Demak, 

sebagai Pemohon; 

melawan 

TERMOHONI, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D3, 

pekerjaan Wiraswasta (online shop), tempat 

tinggal di Kabupaten Demak, tetapi sekarang 

berdomisili di Kabupaten Demak, sebagai 

TermohonI; 

TERMOHONII, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, 

pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota 

Semarang, sebagai Termohon II; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  



Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan para saksi 

dimuka sidang;  
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DUDUK PERKARA  

Bahwa Pemohon (berstatus duda mati) dengan Termohon I (berstatus perawan) 

telah melangsungkan pernikahan pada pada hari Ahad, tanggal 08 Juli 2018, 

pukul 13.00 WIB di Kabupaten Demak, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, sebagaimana 

Kutipan Akta Nikah Nomor:0394/37/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018; 

Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah 

Pemohon di Kabupaten Demak selama ±4 bulan, sudah melakukan hubungan 

layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikarunia keturunan; 

Bahwa yang bertindak sebagai wali Termohon I dalam perkawinan antaraPemohon 

dan Termohon I adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Karangawen, Kabupaten Demak. Oleh Karena pada saat mendaftaran kehendak 

perkawinan Pemohon dan Termohon I di KUA tersebut, Termohon I mengaku 

bahwa walinya/ayahnya/Termohon II telah meninggal dunia; 

Bahwa Termohon I tidak mengatakan yang sebenarnya. Padahal Termohon II masih 

hidup sampai sekarang. Hal ini dilakukan oleh Termohon I karena kehendak 

perkawinan Termohon I dan Pemohon tidak direstui oleh Termohon II dengan 

alasan perbedaan usia antara Pemohon dan Termohon I terpaut cukup jauh, yaitu 

selisih 22 tahun; 

Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Pemohon dan Termohon I dilaksanakan 

oleh wali yang tidak berhak sehingga dapat dibatalkan; 

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara; 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Demak cq Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkaraini, berkenan menjatuhkan putusan yang 

amarnya berbunyi sebagai berikut: Primer:  

Mengabulkan permohonan Pemohon; 
Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon Iyang 

dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 08 Juli 2018, pukul 13.00 WIB di Kabupaten 

Demak; 
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Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor: 0394/37/VII/2018,tanggal 

09 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Karangawen, Kabupaten Demak tidak berkekuatan hukum; 
Menetapkan biaya perkara menurut hukum; 

Subsider: 

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon 

telah datang menghadap sendiri, lalu dibacakan surat 

permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh 

Pemohon; 

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon I 

membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan 

Termohon II menerangkan bahwa padasaat Pemohon dan 

Termohon I menikah, Termohon II sedang bekerja di LuarJawa, 

sehingga Pemohon dan Termohon I menikah dengan wali Hakim 

karena Termohon II dianggap sudah meninggal dunia;  

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa: 

BuktiSurat: 

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.:3321022708740001, atas nama PEMOHON, 

dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, 

tanggal 06 Nopember 2011 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan 

aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang 

diberitanda P.1; 

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.2/1191/XI/2018 tanggal 01 

Nopember 2018, dari Desa Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten 

Demak, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, 

lalu oleh Majlis Hakim diberitanda P.2; 

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.:3374054406960001, atas nama 

TERMOHON I, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Demak, tanggal 03 Juli 2018 yang oleh Ketua Majelis telah 

dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah 

bermeterai cukup yangdiberi tanda P.3; 
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Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 1190/xi/2018 tanggal 01 Nopember 

2018, dari Desa Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, 

bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu 

oleh Majlis Hakim diberitanda P.4; 

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0394/37/vii/2018, tanggal 09 Juli 2018 dari 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, yang oleh 

Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan 

aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberitanda P.5; 

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.:3374051206580001, atas nama 

TERMOHON II, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Semarang, tanggal 03 Nopember 2013 yang oleh Ketua Majelis telah 

dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah 

bermeterai cukup yang diberitanda P.6; 

Bukti Saksi: 

SAKSII, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di 

Kabupaten Demak, yang dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang 

pada pokoknya sebagai berikut: 

bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai adik Ipar Pemohon; 

bahwa saksi tahu Pemohon akan mengajukan pembatalan nikah, karena 

keduanya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Juli 2018; 

bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus duda meninggal dunia dan 

Termohon I berstatus perawan; 

bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon I hidup bersama dirumah 

Pemohon sendiri kurang lebih 4 bulan dan pada saat ini Termohon dalam 

keadaan hamil; 

bahwa Pemohon mengajukan pembatalan nikah karena dalam pernikahan 

Pemohon dengan Termohon I cacat hukum, karena pada saat menikah 

wali Termohon I (ayahTermohonI) tidak datang menjadi wali nikah, 

sehingga menggunakan wali Hakim; 
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benar saksi tidak tahu di mana wali Termohon I saat itu berada, kemudian 

setahu saksi setelah satu bulan Pemohon dan Termohon I menikah, wali 

Termohon I (Termohon II) datang melapor ke Kantor Urusan Agama 

Karangawen, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dan 

Termohon I cacat hukum dan tidak sah dan harus dibatalkan, karena 

Termohon II sebagai ayah kandung Termohon I tidak pernah menikahkan 

Pemohon dengan Termohon I; 

bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon I dilakukan di masjid Karangawen; 

bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon dengan Termohon I adalah 

Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen danyang hadir 

saat itu 6 orang baik dari KUA Kecamatan Karangawen dan aparat desa 

setempat; 

SAKSIII, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal 

di Kabupaten Demak, yang dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-ha 

lyang pada pokoknya sebagai berikut: 

bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai adik Ipar Pemohon; 

bahwa Pemohon akan mengajukan pembatalan nikah, karena keduanya 

adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Juli 2018; 

bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus duda meninggal dunia dan 

Termohon I berstatus perawan; 

bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon I hidup bersama dirumah 

Pemohon sendiri kurang lebih 4 bulan dan pada saat ini Termohon dalam 

keadaan hamil; 

bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan pembatalan nikah karena dalam 

pernikahan Pemohon dengan Termohon I cacat hukum, karena pada saat 

menikah wali Termohon I (ayah Termohon I) tidak datang menjadi wali 

nikah, lalu saat Pemohon dan Termohon I menikah menggunakan wali 

Hakim; 

benar saksi tidak tahu wali Termohon I saat itu berada, tetapi setahu saksi 

setelah satu bulan Pemohon dan Termohon I menikah, wali 

PutusanNomor1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk. Halaman 5 
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Termohon I datang melapor ke Kantor Urusan Agama 

Karangawen, yang menerangkan bahwa pernikahan 

Pemohon dengan Termohon I cacat hukum, karena 

Termohon II sebagai ayah kandung Termohon I tidak 

pernah menikahkan Pemohon dengan Termohon I;  

bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon I dilakukan di masjid Karangawen 

yang dilakukan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Karangawen, sedangkan yang hadir saat itu 6 orang yaitu dari KUA 

Kecamatan Karangawen dan aparat Desa setempat; 

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon, 

Termohon I dan Termohon II membenarkan dan tidak keberatan;  

Bahwa Pemohon selanjutnya menerangkan sudah 

tidak akan mengajukan suatu apa pun lagi dan mohon putusan;  

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, 

maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum 

dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan 

sebagai bagian tak terpisahkan dalam putusan ini; 

PERTIMBANGANHUKUM 

Menimbang, bahwamaksuddantujuan permohonanPemohon 

adalah 

sebagaimanateruraidiatas; 

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah 

mengenai permohonan pembatalan perkawinan antara Pemohon 

dengan Termohon I yang telah melangsungkan perkawinan pada 

tanggal 09 Juli 2018 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, 

Nomor:0394/37/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018, tetapi tidak dengan 

wali yang sah, melainkan dengan wali Hakim, padahal wali nikah 

Termohon I, yaitu Termohon II saat itu masih hidup;  
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P.4 dan P.6, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Demak, 

maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk 

memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, Pemohon 

adalah suami sah dari Termohon I, oleh karenanya berdasarkan 

ketentuan Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 jo. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 

Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon 

memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 

permohonan pembatalan perkawinan Pemohon dengan Termohon 

I; 

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut 

diatas, Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban 

yang intinya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon 

tersebut; 

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil 

permohonannya, selain telah mengajukan buktiP.1 s.d. P.6 

sebagaimana di atas, serta telah mengajukan saksi -saksi yang 

telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dan 

saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi 

saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan 

sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi -saksi 

tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana 

diatur dalam Pasal 145HIR; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan 

keterangan 

mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta 

saling 

bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana ketentuan 

Pasal 171HIR, oleh karenanya keterangan saksi -saksi tersebut 

telah memenuhi syarat meteriil, sehingga dapat diterima sebagai 

alat bukti; 
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persidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan 

fakta hukum sebagai berikut: 

bahwa Pemohon dengan Termohon I adalah suami istri yang 

menikah tanggal 08 Juli 2018, yang dicatat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen, 

Kabupaten Demak, Nomor:0394/37/VII/2018, tanggal 09 Juli 

2018; 

bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus duda meninggal 

dunia dan Termohon I berstatus perawan;  

bahwa pada saat Pemohon dan Termohon I menikah, ayah 

kandung Termohon I sebagai wali nikah yang sah (Termohon 

II) tidak menjadi wali nikah karena sesuai pengakuan 

Termohon I bahwa Termohon II telah meninggal dunia, 

sehingga yang menikahkan kedua belah pihak adalah wali 

Hakim dari Pejabat KUA Kecamatan Karangawen, Kabupaten 

Demak; 

bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon I berjalan 1 

(satu) bulan, kemudian Termohon II sebagai wali nikah yang 

sah datang melaporke KUA Kecamatan Karangawen, yang 

menerangkan bahwa Termohon II adalah wali sah dari 

Termohon I; 

bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon I telah cacat 

hukum dan tidak sah, karena Termohon II sebagai ayah 

kandung Termohon I tidak pernah menikahkan Pemohon 

dengan Termohon I meskipun Termohon II masih hidup saat 

Pemohon dan Termohon I menikah;  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana 

tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan 

Pemohon dengan Termohon I telah melanggar ketentuan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya dalil-dalil permohonan 

Pemohon tersebut telah terbukt i;  
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Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut 

dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa 

Kutipan Akta Nikah Nomor:0394/37/VII/2018, tanggal 09 Juli 

2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak tidak berkekuatan 

hukum; 

Menimbang, bahwa putusan pembatalan perkawinan 

merupakan peristiwa yang berkaitan dengan status hubungan 

hukum suami-istri sebagaimana putusan perceraian lainnya, dalam 

pengertian keduanya memisahkan hubungan hukum antara suami dan 

istri tersebut, untuk itu dengan memperluas cakupan ketentuan Pasal 

84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-UndangNomor 50 

Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan 

kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk meng irimkan 

salinan putusan pembatalan perkawinan tersebut setelah berkuatan 

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan 

Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon I 

dilangsungkan; 

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam 

bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; 

Memperhatikan segalaperaturanperundang-undangan lain 

dan ketentuan Hukum Syara' yang bersangkutan;  

MENGADILI 

Mengabulkan permohonan Pemohon; 

Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I  
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Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0394/37/VII/2018, tanggal 

09 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Karangawen, Kabupaten Demak tidak berkekuatan hukum; 

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan putusan 

ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak untuk dicatat dalam daftar 

yang disediakan untuk itu; 

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini 

sejumlah Rp 831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan 

Majelis hakim Pengadilan Agama Demak yang dilangsungkan 

pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 13 Jumadil’  akhir 1440 Hijriyah, oleh kami 

Drs.AliIrfan,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Ulfah dan 

Drs.H.Asfuhat masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan 

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh 

Hakim Anggota dan dibantu oleh Karmo,S.H. sebagai Panitera 

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan 

Termohon II. 

 

Hakim Anggota, Ketua Majelis, 

 

 

 

 

Dra.Ulfah Drs.AliIrfan,S.H.,M.H. 

Hakim Anggota, 

 

Drs.H.Asfuhat 

Panitera Pengganti 



 

 

 

Karmo, S.H. 

Perincian biaya : 

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00 
Biaya Proses : Rp. 50.000,00 
Biaya Panggilan : Rp. 740.000,004. 
Redaksi : Rp.  5.000,00 

5. Meterai : Rp. 6.000,00 + 
Jumlah : Rp. 831.000,00 

(delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)  
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